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PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PASER

Dwi Rezki Nurtrisiami
, Muhammad Jamal
, E. Letizia Dyastari

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan  Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah dan yang menjadi informannya adalah beberapa staf di kantor Badan Pendapatan Daerah serta masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan yang datanya berasal dari perpustakaan dengan mempelajari buku dan dokumen kemudian Penelitian lapangan  yang di lakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sudah cukup baik. Badan Pendapatan Daerah sudah cukup menjalankan perannya dengan baik dalam pengelolaan pajak daerah , namun tidak semua pajak daerah dapat di kelola dengan baik. Masih ada beberapa pajak daerah yang mengalami penurunan seperti pajak restoran, pajak reklame dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan terdapat beberapa faktor – faktor penghambat yang menyebabkan peran Badan Pendapatan daerah tidak dapat berjalan secara maksimal seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya petugas pemungut pajak, belum maksimalnya penerapan sanksi kepada pelanggar pajak dan tidak sinkronnya data – data yang ada.  

Kata Kunci: Peran, Badan Pendapatan Daerah, Pajak
Pendahuluan

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Paser  harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penulis memilih untuk memfokuskan penelitian terhadap pajak daerah karena dapat di lihat bahwa pajak daerah , sebagai salah satu pendapatan asli daerah di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah di tetapkan dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 , daerah kabupaten / kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber - sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pajak daerah harus di perhatikan sedemikian rupa pelaksanannya. Di Kabupaten Paser pajak daerah masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat masih belum menganggap pajak begitu penting, masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Dengan masalah kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak ini dapat menghambat perkembangan di Kabupaten Paser. 

Berikut adalah beberapa gambaran perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Paser 2 Tahun terakhir sebelum memasuki tahun 2017. Ini membuktikan bahwa tahun sebelumnya mengalami pasang surut yang cukup berpengaruh untuk pendapatan daerah, di tahun 2015  pendapatan pajak daerah sangat baik dan meningkat bahkan terealisasi lebih  dari yang di anggarkan. Namun tahun berikutnya dapat di lihat bahwa pendapatan pajak daerah mulai menurun dan tidak terealisasi sesuai dengan target capaiannya. Dan itu di rasakan hingga sekarang. 

Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2015-2016

	No
	Tahun
	Anggaran Pajak
	Realisasi
	%

	1
	2015
	22.051.000.000,00
	24.773.780.639,39
	110 %

	2
	2016
	19.212.078.014,44
	18.734.271.474,21
	90%


  Sumber Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2015-2016

Masalah ini menjadi perbincangan yang cukup serius. Menjadi tanda tanya besar mengapa penurunan pendapatan pajak daerah bisa terjadi ? ini salah satu alasan saya mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian. Sebenarnnya di Kabupaten Paser sekarang ini pembangunan sedang berjalan namun belum maksimal dalam pelaksanaanya. Itu semua berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki dan peran serta pemerintah, instansi terkait serta investor maupun masyarakat untuk bersama-sama melancarkan perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta Dinas Pendapatan Daerah serta di dukung oleh masyarakat melalui pajak dan retribusi. Khususnya di Kabupaten Paser. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Paser.

Pada umumnya segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah penting, mengingat dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan merupakan bagian dari tertib hukum. Maka untuk menunjang hal diatas diharapkan Badan Pendapatan Daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik bisa dengan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pajak agar membuka wawasan atau pemikiran masyarakat untuk lebih memahami serta melaksanakan pembayaran pajak , mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah faktor ekonomi.  

Kerangka Dasar Teori

Peran 

Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Rivai  (dalam Sitorus, 2006:133) peran dapat di artikan sebagai perilaku yang di atur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika di kaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat di artikan sebagai seperangkat perilaku yang di harapkan untuk di lakukan oleh instansi sesuai dengan posisi instansi tersebut. 

Konsep Otonomi Daerah

Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya bersumber dari prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi: Pemerintahan daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)
Otonomi Daerah

Widjaja (2002:76) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pembentukan pemerintahan di daerah pada prinsipnya adalah untuk lebih memberdayakan peran serta pemerintah dalam masyarakatdi daerah dalam pembangunan wilayah. Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. adalah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. 

Keuangan Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya  menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Mamesah (dalam Halim 2002:19) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pajak

Pengertian pajak secara umum telah di ajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro (2011:1) yang menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di gunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sementara menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeeths, yang di kutip dari buku karangan Ilyas, Wirawan B. Dan Burton, Richard (2008: 6) mendefiniskan pajak sebagai berikut “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintahn yang tertuang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukkan dalam hal individu : maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3. Withholding System ; sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.
Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dr. Muhammad Fauzan (2006:235) Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat di hasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengeloaan kekayaan daerah lainnya yangdi pisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang bersal dari daerah maupun 
dari APBN.

Pajak Daerah 

Brotodihardjo (2003:3) mengatakan "pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah". Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah. 
Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah 

Subjek pajak  adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat dikenai pajak. Subjek Pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan akan merubah menjadi wajib Pajak. Syarat objektif adalah apabila orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah:  Orang Pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berubah, Bentuk usaha tetap. Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek Pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Wajib pajak adalah setiap orang pribadi  atau badan yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi sampah dan retribusi pasar misalnya, harus di bayar oleh pengguna jasa-jasa tersebut, karena mereka menikmati langsung. Menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2006:14) Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan / atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat gambaran suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan bagaimana upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser. Desain penelitian ini di gunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang di hadapi pada situasi sekarang. 

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Intensifikasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser di bidang pendapatan daerah terutama melalui penerimaan pajak daerah :
· Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak  
· Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat; 
· Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi / sistem Informasi manajemen pajak daerah;
2. Kebijakan Ekstensifikasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser di bidang pendapatan daerah terutama melalui penerimaan pajak daerah :

· Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah;

3. Faktor – faktor pendukung dan penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Paser
Hasil Penelitian

Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan tarif pajak 
Menerapkan sistem informasi yang akuarat dan valid dalam menentukan pajak merupakan  suatu hal yang sangat penting di lakukan dalam menentukan tarif pajak , hal ini bertujuan agar informasi dan data – data yang ada dapat  benar – benar terjaga dan terbukti kebenarannya. Serta dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber yang ada menyangkut penerapan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan tarif pajak dapat di katakan cukup baik dalam pelaksanaannya, namun masih ada beberapa hal mengenai sistem informasi  yang perlu di perbaiki dan di lengkapi. Selama ini penentuan tarif pajak sudah berjalan dengan baik, latar belakang dan hal – hal lain yang menyangkut dengan wajib pajak Badan Pendapatan Daerah masih belum memiliki aplikasi atau sistem yang canggih untuk mempermudah para pegawai dalam bekerja dan dalam mengolah informasi dan data – data. 

Menerapkan Mekanisme Pembayaran Pajak secara Transparan, Mudah dan Cepat

Salah satu hal yang sangat penting dan sangat mendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah mekanisme pembayaran pajak. Ketika mekanisme pembayaran pajak di tetapkan dan dikelola serta di jalankan dengan baik maka akan mempermudah masyarakat serta membuat dampak baik untuk masyarakat.  Dengan menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan , mudah dan cepat itu akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah. 

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber yang menyangkut penerapan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat yaitu mekanisme yanh ada sudah terlaksana cukup baik. Pembayaran pajak di lakukan dengan cukup  transparan dapat di lihat dengan adanya pegawai bank kaltim yang menetap di kantor Bapenda untuk menerimakan langsung uang pembayaran pajak yang kemudian akan di setor ke bank. Uang pembayaran pajak tidak di perbolehkan di simpan harus langsung di setorkan kepada pegawai bank untuk mengantisipasi adanya penggelapan uang dan hal – hal yang tidak di inginkan. Kemudian untuk pembayaran pajak secara cepat dan mudah juga sudah di lakukan cukup baik. Wajib pajak bisa datang ke kantor Bapenda untuk membayar langsung dan petugas pajak juga memiliki kewajiban untuk datang menagih wajib pajak dengan cara mendatangi langsung ke rumah – rumah atau ke tempat dimana wajib pajak berada. Wajib pajak juga dapat membayar pajak dengan cara non tunai namun sementara ini hanya bank kaltim saja yang bisa. Untuk bank lain masih di usahakan agar wajib pajak lebih mudah membayar dengan cara non tunai tersebut. Mekanisme pembayaran pajak yang di tetapkan Bapenda sudah cukup baik walaupun belum terlalu maksimal dalam pelaksanannya. Untuk penagihan sendiri masih terdapat hambatan contohnya seperti kurangnya personil atau anggota pemungut pajak yang membuat kegiatan penagihan pajak belum maksimal. Selain itu banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pemabayaran pajak, minimnya kesadaran masyarakat dalam hal pajak sehingga tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Yang lebih miris lagi ketika ada masyarakat / wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak namun ia malas untuk  membayar pajak. Tidak jarang orang yang berpendidikan dan memiliki jabatan penting tetapi ia bermasalah dalam pembayaran pajak. Dalam hal ini harus terdapat kerjasama antara masyarakat dan Bapenda. Bukan hanya Bapenda yang melaksanakan perannya dalam meningkatkan pajak daerah namun masyarakat pun memiliki peranan penting dan memiliki tanggung jawab dalam hal meningkatkan pajak daerah.

Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Laporan Keuangan Wajib Pajak serta Pelatihan Teknologi Komputerisasi / Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah

Kualitas pegawai yang di miliki Badan Pendapatan Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Kinerja pegawai sangat menentukan baik buruknya suatu badan atau organisasi. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/ sistem informasi manajemen pajak daerah. Hal ini di maksudkan untuk membuat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam hal pajak. 

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber yang menyangkut pemberian pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/ sistem informasi manajemen pajak daerah yaitu belum sepenuhnya terlaksana. Beberapa bintek atau bimbingan teknologi sudah di berikan kepada pegawai  yang Badan Pendapatan Daerah dan pendidikan serta pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sudah di laksanakan namun hanya kepada beberapa orang saja yang pekerjaannya berhubungan dengan hal tersebut. Kegiatan tersebut tidak sering di lakukan karena beberapa alasan contohnya seperti defisit anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat anggaran sangat di batasi dan lebih di fokuskan kepada hal – hal yang lain. Sebenarnya kegiatan seperti bimbingan teknologi serta pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporab keuangan wajib pajak harus sering di lakukan agar pegawai dan petugas pajak mengerti dan lebih mendapatkan pengalaman untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Bukan hanya masyarakat / wajib pajak saja yang di berikan sosialisasi dan penyuluhan namun pegawai Bapenda juga harus diberikan hal tersebut. 

Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media Cetak dan elektronik untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan untuk Membayar Pajak Daerah

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang juga sangat  meempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah. Soialisasi adalah hal yang sangat penting di lakukan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pajak. masyarakat / wajib pajak tidak mengenal dan tidak mengerti apa itu pajak dan seberapa pentingnya pajak maka mereka akan acuh tak acuh terhadap pembayaran pajak. Hal tersebut akan sangat berdampak buruk untuk penerimaan pajak daerah di Kabupaten Paser.  
Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para narasumber yang menyangkut pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah adalah bahwa Bapenda sudah melaksankan kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, selain itu Bapenda juga sering melakukan sosialisasi langsung dengan cara mengundang masing – masing kepala desa untuk datang dalam acara sosialisasi pajak daerah. Selain itu Bapenda juga memberikan sosialiasai langsung kepada masyarakat, contohnya ketika petugas pajak datang menagih langsung kerumah wajib pajak mereka juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya pajak daerah. Terutama di desa – desa yang aksesnya sangat jauh dari kota dan sangat sulit informasi masuk ke desa tersebut. Dalam hal ini Bapenda sangat berperan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tersebut. Maka petugas pajak akan lebih sering datang ke desa – desa untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya pajak dan untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk membayar pajak. Selain itu Bapenda juga memberikan sosialisasi melalui media cetak seperti spanduk, baliho dan brosur. Pada kenyataannya sekarang sudah sangat canggih dan modern apalagi dalam hal menyangkut informasi bisa di lakukan melalui media sosial ataupun elektronik. Dalam hal sosialisasi melalui media elektronik Bapenda belum melaksanakan dengan baik, hanya beberapa informasi mengenai Bapenda sendiri yang di berikan namun mengenai informasi akan pentingny pajak daerah dan pentingnya membayar pajak belum di berikan dan di kelola dengan baik melalui media elektronik. Ini akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena di jaman sekarang masyarakat banyak menggunakan media elektronik .
Faktor Pendukung 

1. Potensi pajak

Masih banyak potensi – potensi pajak yang di miliki  Kabupaten Paser  yang dapat di gali dan lebih di optimalkan dalam pelaksanaannya untuk menjadi objek pajak di Kabupaten paser. Hal ini tentu sangat mampu mendukung penerimaan pajak daerah, semakin banyak objek pajak yang di miliki maka semakin banyak pula penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat mendukung peran dari Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Paser yang kemudian akan berdampak kepada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
Dari beberapa potensi pajak yang ada hanya sebagian saja yang sudah maksimal pelaksaanaannya . seperti sarang burung walet dan pajak parkir masih kurang karena beberapa kendala yang terjadi. Namun untuk potensi pajak yang ini sangat mendukung sekali untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di kabupaten paser. Dengan banyaknya potensi pajak yang ada maka Badan Pendapatan Daerah harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan peranannya. Jika di kelola dengan baik maka potensi – potensi pajak ini akan sangat mendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Kualitas pelayanan 
Faktor pendukung yang kedua adalah kualitas pelayanan. Dimana Badan pendapatan Daerah melakukan berbagai cara yang di lakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan atau pegawai pajak. Pelayanan juga sangat penting dalam menggali penerimaan daerah dimana seharunya petugas melayani dengan jujur, profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kualitas pelayanan juga sangat menentukan kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan sangat baik maka presepsi masyarakat mengenai pelayanan akan meningkat. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua pegawai memiliki kualitas yang baik namun Badan Pendapatan Daerah akan berusaha memberikan pelatihan dan pendidikan agar memiliki pegawai yang lebih berkualitas lagi. Pelayanan yang di berikan pegawai selama ini sudah cuku baik, jarang sekali ada laporan dari masyarakat untuk masalah pelayanan yang tidak baik. 
3. Sarana yang cukup  mendukung

Sarana merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sarana kerja yang terdapat di kantor Bapenda merupakan kebutuhan dan peralatan kerja yang di gunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan kerja agar mempermudah proses penyelesaian pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara keseluruhan sarana sudah cukup mendukung namun tidak semua sarana yang dibutuhkan terdapat di kantor Badan Pendapatan Daerah. Masih ada beberapa fasilitas yang belum ada contohnya seperti aplikasi untuk mengawasi penerimaan pajak, wifi dll. Namun itu tidak menjadi penghalang  pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tugas mereka. Untuk saat ini sarana yang di miliki Badan Pendapatan Daerah masih sangat mendukung dalam melaksanakan peranan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Paser. Untuk sekarang ini kantor Bapenda sedang menjalankan renovasi gedung . Selanjutnya akan di usahakan untuk melengkapi sarana atau fasilitas yang masih belum terdapat di kantor Badan Pendapatan Daerah, hal ini akan di laksanakan dengan melihat anggaran yang ada.

Faktor Penghambat

1. Partisipasi Masyarakat  

Faktor yang menghambat peran Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah partisipasi masyarakat, karena dengan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak yang berpengaruh pada pendapatan pajak daerah sehingga meningkatnya pajak daerah sangat kecil. Karena pengaruh dari wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan dan tidak memiliki kesadaran untuk membyar pajak. Selama ini masih banyak wajib pajak atau masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pajak. Sebagian besar dari masyarakat tidak taat dalam membayar pajak. Ada beberapa masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya pajak dan aturan tentang pajak. Namun tidak sedikit pula yang paham dan mengerti tentang pajak namun mereka tetap malas membayar pajak . Dalam hal ini peraturan pemerintah daerah yang memaksa wajib pajak untuk membayar pajak harus di laksanakan dengan profesional dan terbuka. 

2. Jumlah petugas pemungut pajak yang kurang memadai

Faktor yang menjadi penghambat peran Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang kedua adalah jumlah petugas pemungut pajak yang kurang memadai didalam pengelolaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Paser yang berpengaruh terhadap pelayanan, pengawasan, dan pemungutan pajak pajak daerah kepada wajib pajak. Kuantitas/ jumlah petugas ini belum merata dan masih kurang untuk menangani banyaknya wajib pajak yang ada , terlebih lagi jika wajib pajak semakin banyak yang terlambat dalam membayar pajak maka pekerjaan petugas pemungut pajak semakin banyak dan pastinya membutuhkan personil yang cukup banyak pula. Hal ini mengakibatkan masih terlambatnya pekerjaan dalam pengelolaan pajak daerah sehingga terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Urusan pemungutan masih belum merata namun sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dan sebagian besar masyarakat sudah di datangi oleh petugas khususnya petugas pemungut pajak.

3. Penerapan sanksi kepada wajib pajak  belum maksimal 

Sanksi merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah di kabupaten paser.  Dengan adanya sanksi yang tegas maka wajib pajak akan menyelesaikan tuntutan membayar pajak . Adanya sanksi pajak merupakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang akan di turuti atau di patuhi oleh wajib pajak. Namun pada kenyataannya Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Paser belum memekasimalkan sanksi yang ada. Hanya sanksi denda saja yang sudah di terapkan, namun untuk sanksi yang lebih tegas seperti sanki pidana atau sebagainya belum di terapkan. Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini tidak ingin terlalu memberatkan masyarakat untuk urusan sanksi. Tetapi sangat di sayangkan bahwa toleransi yang di berikan kepada masyarakat justru menjadikan masyrakat/ wajib pajak seenaknya terhadap peraturan dalam hal pembayaran pajak.

4. Data wajib pajak yang tidak sesuai 

Data merupakan salah satu hal terpenting dalam mendukung peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak darah di Kabupaten Paser. Namun jika data wajib pajak tidak sesuai akan menjadi penghambat peran Badan Pendapatan Daerah . Data-data wajib pajak yang sudah di arsipkan oleh petugas pajak tidak sesuai ketika petugas pemungut pajak ingin mendatangi wajib pajak yang bersangkutan. Yang terjadi adalah petugas pajak sangat kesulitan menemukan wajib pajak yang bertanggung jawab dalam hal pembayaran pajak terhadap objek pajak yang di kenakan tarif pajak. Tidak jarang hal ini terjadi karena pemekaran wilayah atau desa yang menyebabkan data berubah seketika dan tidak ada pembaharuan. Ini sangat menghambat petugas pemungut pajak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berdampak kepada penerimaan pajak daerah yang menjadi menurun dan membuat peran yang Badan Pendapatan Daerah semakin tidak maksimal dalam pelaksaan tugas dan tanggung jawab.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penerapan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan tarif pajak dapat di cukup baik dalam pelaksanaannya, namun masih ada beberapa hal mengenai sistem informasi  yang perlu di perbaiki dan di lengkapi. 

2. Penerapan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat yaitu mekanisme yang ada sudah terlaksana cukup baik. Namun untuk penagihan sendiri masih terdapat hambatan seperti kurangnya personil atau anggota pemungut pajak dan banyak masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pemabayaran pajak.
3. Pemberian pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/ sistem informasi manajemen pajak daerah belum maksimal dan belum sepenuhnya terlaksana. Karena pemberian tersebut hanya kepada beberapa orang saja yang pekerjaannya berhubungan dengan hal tersebut. 
4. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah sudah terlaksana dengan baik.
5. Adapaun faktor penghambat dan pendukung Peran Badan Pendapatan Daerah yaitu :

a) Faktor Pendukung

Potensi pajak yang di miliki Kabupaten Paser Kemudian kualitas pelayanan yang di berikan , selanjutnya adalah sarana yang mendukung, sarana kerja yang terdapat di kantor Badan Pendapatan Daerah secara keseluruhan sudah cukup mendukung.

b) Faktor Penghambat

Kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat dalam pembayaran pajak . Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia atau petugas pemungut pajak yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah. Kemudian penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terakhir adalah data wajib pajak yang tidak sesuai. 

Saran

1. Badan pendapatan Daerah perlu meningkatkan kembali sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah dapat menjelaskan fungsi dan peran pajak daerah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang intinya akan meningkatkan  kesadaran para wajib pajak mengenai pajak daerah.

2. Badan Pendapatan Daerah perlu menambah sumber daya manusia untuk mengimbangi tugas dan fungsi pekerjaan untuk seimbang dengan mudah dan cepat dalam proses pengerjaannya dalam pembagian tanggung jawab di kantor Badan Pendapatan Daerah . 

3. Badan Pendapatan Daerah perlu memaksimalkan sanksi yang di berikan kepada wajib pajak serta peraturan perundangan yang mengatur penagihan dan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah dapat lebih di laksanakan dengan maksimal dan tegas agar masyarakat mendapatkan efek jera terhadap sanksi yang di berikan.

4. Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah perlu memperbaharui data-data wajib pajak yang ada agar tidak terjadi kesalahan dan selisih ketika turun ke lapangan pada saat petugas pemungut melakukan penagihan pajak. Dan sebaiknya wajib pajak harus melapor ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk di data ulang. 
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